SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN NOMOR LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan -efektivitas
pengelolaan pengaduan masyarakat serta mewujudkan
keterbukaan akses dan kualitas pelayanan pengaduan
masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kulon Progo perlu menyediakan sarana layanan
komunikasi yang mudah diakses, cepat, dan responsif;
bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Publik, serta memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan
pengaduan, diperlukan nomor layanan Kkhusus
pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Nomor
Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan
Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon

Progo;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang —-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tantang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik



10.

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/05/M.PAN/4 /2009 Tahun 2009 tentang Pedoman
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
189);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon
Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO TENTANG PENETAPAN NOMOR LAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.
Menetapkan Nomor Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon
Progo melalui aplikasi WhatsApp pada nomor 083128416061.
Nomor layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU digunakan sebagai sarana layanan pengaduan
masyarakat terhadap pelayanan publik yang dikelola oleh Tim
Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kulon Progo.
Layanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu meliputi:
1. penyampaian pengaduan terkait pelayanan publik dalam

bentuk laporan secara elektronik melalui aplikasi

WhatsApp yang disampaikan oleh masyarakat, badan

hukum, dan/atau pihak lain;

2. penyampaian tanggapan atas pengaduan pelayanan publik



yang diterima; dan
3. penyampaian hasil penyelesaian atas pengaduan
pelayanan publik yang diterima serta pelaksanaan survei
kepuasan terhadap layanan pengaduan pelayanan publik.
KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kulon Progo dalam melaksanakan pengelolaan nomor layanan
pengaduan masyarakat wajib memastikan pelayanan
informasi dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan,
akuntabel, dan responsif kepada masyarakat.
KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Layanan
Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo melalui nomor
layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 20 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO






